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PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,  umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani

Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Wonosobo,

Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  15 Oktober

2020 yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot

dengan register perkara Nomor  471/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan

pada hari Minggu tanggal 22 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama  Kecamatan Batu  Engau,  Kabupaten Paser,

sesuai Buku Nikah Nomor 45/07/IV/2012, tanggal 23 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser

selama 1 bulan kemudian berpindah-pinda dan terakhir tinggal bersama di
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rumah kediaman bersama di RT.007,  Desa  Jone,  Kecamatan  Tanah

Grogot, Kabupaten Paser.;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut  Pemohon dengan Termohon  sudah

melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga  Pemohon dengan Termohon awalnya

rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui

namanya hal  tersebut  Pemohon ketahui  dari  berubahan sikap Termohon

kepada  Pemohon,  bahkan  Pemohon  melihat  langsung  Termohon

bermesraan dengan pria tersebut di tempat umum;

3. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  lebih

kurang pada bulan Oktober 2017 disebabkan  dengan alasan yang sama,

sejak  saat  itu  antara  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal,

Termohon  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan  memilih

tinggal  bersama  orang  tua  Termohon  di  RT.006,  RW.004,  Kelurahan

Ngadisono,  Kecamatan  Kaliworo,  Kabupaten  Wonosobo,  Propinsi  Jawa

Tengah, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 tahun lamanya  dan

selama  berpisah  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah  tidak  ada  lagi

hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa,  dengan  sikap  dan  perbuatan  Termohon tersebut,  Pemohon

merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup

lagi  berumah  tangga  dengan  Termohon,  oleh  karenanya  Pemohon

bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Tanah Grogot;

5. Bahwa  Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di  atas, maka  Pemohon mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut :
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Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasehat  kepada  Pemohon  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon  yang  pada  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 
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 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/07/IV/2012, tanggal

23  April  2012  atas  nama  Pemohon  dan  Termohon  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan

di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi  1,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Paser,

dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal  Pemohon dan Termohon  sebagai  kakak

kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal di rumah sendiri di Desa Jone;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini

mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan

Termohon  menjalin  hubungan  dengan  laki-laki  lain,  hal  tersebut

diketahui karena Termohon pernah kepergok berduaan dirumah laki-

laki tersebut dan sekarang ini Termohon dengan perempuan tersebut

sudah menikah siri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa  hal  tersebut  saksi  ketahui  berdasarkan  cerita  atau

curhatan Pemohon kepada saksi; 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

sejak  4  (empat)  tahun  yang  lalu  dikarenakan  Termohon  pergi

meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan  sejak  itu  antara

Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya

sebagai pasangan suami-isteri;
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- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  sering  mendamaikan  Pemohon

dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi  2,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah

sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon  sebagai  adik

kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal di rumah sendiri di Desa Jone;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini

mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan

Termohon  menjalin  hubungan  dengan  laki-laki  lain,  hal  tersebut

diketahui karena saksi dan Pemohon pernah memergoki Termohon

tinggal di rumah laki-laki tersebut dan sekarang ini Termohon dengan

laki-laki tersebut sudah menikah siri dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa hal  tersebut  saksi  ketahui  berdasarkan penglihatan dan

pendengaran saksi; 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

sejak  4  (empat)  tahun  yang  lalu  dikarenakan  Termohon  pergi

meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan  sejak  itu  antara

Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya

sebagai pasangan suami-isteri;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  sering  mendamaikan  Pemohon

dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Pemohon menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya

mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah datang menghadap  (in person)  di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran

Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default

without reason), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon

dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

hadir Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim di  dalam setiap  persidangan  telah

berusaha mendamaikan  para pihak  dengan menasehati Pemohon agar hidup

rukun kembali  dengan Termohon untuk membina rumah tangga,  akan tetapi

tidak  berhasil  karena Pemohon  tetap  ingin  bercerai  dari  Termohon.  Dengan

demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan  Pasal 154 ayat (1)

R.Bg jo. Pasal  39  ayat  (1)  Undang Undang No.1  Tahun 1974 jo.  Pasal  31

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang

Undang No. 7 Tahun 1989  jo.  Pasal  143 ayat (1) dan (2) Kompilasi  Hukum

Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan

dengan  alasan  sebagai  salah  satu  hal  yang  dikecualikan  dalam  kewajiban

proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, karena pihak Termohon tidak

pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4

ayat  (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan

Termohon,  meski  tidak  ada  keberatan  terhadap  keabsahan  perkawinan
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Pemohon  dengan  Termohon,  akan  tetapi  karena  fungsi  akta  nikah  adalah

Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam yang  menyatakan  bahwa perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan

akta  nikah,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  akta  nikah  tetap  diperlukan

sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti  (P) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah

yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1)

huruf  (a)  dan ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000 dan  telah dicocokan dengan aslinya memenuhi syarat

formil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa bukti  (P) merupakan akta otentik (authentieke akte)

yang menerangkan  telah  terjadinya  perkawinan  antara  Pemohon  dengan

Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang

ditetapkan  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  oleh  karena  itu,  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  suatu  akta  otentik,  yang  kekuatan

pembuktiannya  bernilai  sempurna  (volledig  bewijskracht),  dan  karena

terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga

bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian,  berdasarkan bukti (P) yang telah

memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil  alat  bukti,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  telah  terbukti  Pemohon  dan  Termohon  mempunyai

hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam. dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemohon

memiliki  kapasitas  hukum (legitima persona standi  in  judicio)  untuk  bertidak

sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa setelah  meneliti  surat  permohonan Pemohon dan

mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi  masalah pokok dalam

perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan

alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  dapat  didengar  jawabannya  di

persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Termohon dapat  dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

dan  membenarkan  semua  Posita  dan  Petitum  dalam  surat  permohonan

Pemohon,  namun  tidak  serta  merta  hal  tersebut  menjadikan  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara

yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten

langen);

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  adalah  mengenai  bidang

perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  juncto  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam yang  dinilai

penting  untuk  ditemukan  kebenaran  materiil  dari  perselihan  dan

pertengkarannya,  oleh  karenanya  Pemohon  diwajibkan  untuk  mengajukan

bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  dalil-dalil  posita  terkait  perselihan  dan

pertengkaran dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti  2 (dua) orang

saksi  untuk mendukung dalil-dalil  posita  terkait  perselihan dan pertengkaran

dalam permohonannya,  yang  harus  memenuhi  ketentuan  pasal  22  ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  sebagai  bentuk  “lex  specialis

derogate lex generalis”, dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus

berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal lainnya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memenuhi

kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon

sebagaimana  pertimbangan  di  atas  sehingga  secara  formil  dapat  diterima

sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  pada

pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  harmonis  lagi  dikarenakan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta didukung dengan fakta
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bahwa antara  Pemohon dengan Termohon  telah  berpisah tempat  tingal  sejak

kurang  lebih  4  (empat)  tahun  yang  lalu.  Keterangan  saksi-saksi  tersebut

didasarkan  kepada  penglihatan,  pendengaran  dan  pengetahuannya  sendiri

walaupun  saksi  ke-1  (satu)  tidak  melihat  dan  mendengar  terkait  penyebab

perselisihan maka dapat dikategorikan termasuk saksi  istifadah (testimonium de

auditu)  kesaksian  istifadah (testimonium de auditu) bukan  berarti  tidak  dapat

diterima sama sekali, apalagi tidak terdapat hal-hal eksepsional, berdasarkan

pertimbangan  diatas  serta  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

308/K/Pdt/1959 tanggal 11 November, Majelis Hakim berpendapat keterangan

saksi ke-2 (dua) Pemohon dapat menjadi landasan persangkaan Hakim sesuai

pasal 310 R.Bg, dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara

satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya

tersebut dapat diterima sebagai bukti karena memenuhi syarat materil bukti saksi

sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta  anggapan  hukum sebagaimana  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan

dalil-dalil  permohonan  Pemohon  Majelis  menilai  dalil-dalil  permohonan

Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta

yuridis sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 45/07/IV/2012, tanggal 23 April  2012 dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Batu  Engau

dan dari  pernikahan tersebut  Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  1

(satu) orang anak;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  terus  menerus

terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-

laki  lain, bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki  tersebut dan

telah dikaruniai anak;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak 4

(empat) tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi

menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
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 Bahwa Majelis  berpendapat  kesemuanya  itu  (pertengkaran  dan  pisah

rumah)  merupakan  faktor  yang  sangat  prinsip  dan  sangat  berpengaruh

terhadap keutuhan rumah tangga;

 Bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendamaikan  pihak  berperkara,

melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan

untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

 Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Termohon;

 Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan

rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut,  majelis  dapat

menemukan fakta di  persidangan bahwa  keadaan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  tidak  pernah  kumpul  kembali  sebagaimana  sedia  kala

melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka

hal tersebut  adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan

lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat

dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang,  bahwa tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membina  rumah

tangga yang kekal,  bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan

sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah

dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat

sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi

kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran

serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  tetap  berketetapan  hati  untuk  mentalak

Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan

suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga,

yang berarti  telah terpenuhilah maksud dari  Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petujuk Allah

SWT. Dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم         سميع اللـه فإن الطلق عزموا ن إ  و

Artinya  :  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan dengan mengingat  ketentuan Pasal  149 R.Bg, maka permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123  Kompilasi  Hukum Islam,  akan  ditetapkan  setelah  putusan  izin  cerai  ini

berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 696.000,00 ( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tanah  Grogot  pada  hari  Senin tanggal  23  November  2020 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  8  Rabiul  Akhir  1442 Hijriah  oleh  Akhmad  Adib

Setiawan,  S.H.I. sebagai  Ketua  Majelis,  Alfajar  Nugraha,  S.H.I.,  M.H.  dan

Mochamad Firdaos,  S.H.I., masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  didampingi  oleh

Jamaludin,  S.H sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis, 

 

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  
Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H 

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  50.000,00

3. Biaya  PNBP
Panggilan

: Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp.  580.000,00
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5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.  6.000,00

JUMLAH : Rp.  696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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